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Abstract
Forgery is a crime that often occurs in the community. Letter forged, used for the 
benefit of the offender. Acceleration of information technology which is supported 
by the intellectual abilities cause crime perpetrators is increasingly easy to do. 
Article 263 of the Criminal Code specifies that one element of this criminal act 
is “may cause loss.” The debate over the definition of loss is still often the case, 
the majority of law enforcement still considers that the loss of just about any 
material. In this study addressed two issues namely the forgery crime of criminal 
policy in positive law and evidence against losses in the crime of forgery. This 
research is normative legal research. Primary legal materials and secondary 
legal materials collected through the library research. Legal materials analysis 
was done by using descriptions, interpretation and argumentation techniques. 
Criminal Policy currently regulates the crime of counterfeiting in Book II of the 
Criminal Code in Article 263 of the Criminal Code. Criminal policy of forgery 
includes the step of judicial and applicable (law enforcement) policies. Proof 
against forgery intended to seek the truth and protect the interests of victims. 
“Loss” include the loss of material and immaterial (losses in the field of society, 
morality, honor, and so on).
Keywords: criminal policy, forgery, loss 
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Abstrak
Pemalsuan adalah suatu kejahatan yang ser�ng terjad� d� masyarakat. Pemalsuan 
surat, d�lakukan untuk kepent�ngan pelaku. Akseleras� teknolog�  �nformas� yang 
d�dukung dengan kemampuan �ntelektual pelaku menyebabkan t�ndak p�dana �n� 
semak�n mudah d�lakukan. Pasal 263 KUHP mengamanatkan bahwa salah satu 
unsur dar� t�ndak p�dana �n� adalah “dapat men�mbulkan kerug�an.” Perdebatan 
mengenai definisi kerugian masih sering terjadi, mayoritas penegak hukum masih 
memandang bahwa kerug�an hanya menyangkut masalah mater�al saja. Dalam 
penel�t�an �n� akan d�anal�s�s dua �su yakn� keb�jakan kr�m�nal t�ndak p�dana 
pemalsuan dalam hukum pos�t�f dan pembukt�an kerug�an dalam t�ndak p�dana 
pemalsuan. Penel�t�an �n� adalah penel�t�an yur�d�s normat�f. Bahan hukum pr�mer 
dan bahan hukum sekunder d�kumpulkan melalu� stud� kepustakaan. Bahan 
hukum d�anal�s�s dengan menggunakan tekn�k deskr�ps�, tekn�k �nterpretas� dan 
tekn�k argumentas�. Keb�jakan kr�m�nal t�ndak p�dana pemalsuan dalam hukum 
pos�t�f d�atur dalam Buku II KUHP yakn� Pasal 263 KUHP. Keb�jakan kr�m�nal 
dar� pemalsuan surat mel�put� tahap yud�s�al dan tahap apl�kat�f (penegak 
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I. PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang

T�ndak p�dana p�dana 
pemalsuan surat (valschheid in 
geschrift) merupakan kejahatan yang 
cukup ser�ng terjad� d� masyarakat. 
Pemalsuan d�lakukan dalam berbaga� 
bentuk, mula� dar� surat pada 
umumnya, pengakuan utang, akta, surat 
keterangan dokter, surat perjalanan 
d�nas dan sebaga�nya. Pemalsuan surat 
tersebut  t�dak hanya menyangkut 
kepent�ngan antara �nd�v�du, namun 
juga kepent�ngan suatu korporas� 
bahkan �nst�tus� pemer�ntahan. Pelaku 
pemalsuan surat, ba�k pembuat 
maupun yang menggunakan mem�l�k� 
mot�f melakukan t�ndakan tersebut 
untuk mel�ndung� kepent�ngannya atau 
meng�ng�nkan suatu hal terjad� sesua� 
dengan kehendaknya. 

Akseleras� teknolog� �nformas� 
yang d�dukung dengan kemampuan 
�ntelektual pelaku, mempermudah 
terjad�nya t�ndak p�dana �n�. Mengena� 
t�ndak p�dana �n�, Pemalsuan merupakan 
kejahatan yang mengakomod�r s�stem 
ket�dakbenaran atau palsu atas sesuatu 
hal (obyek). Objek tersebut akan 
terl�hat seolah-olah benar dar� luar 
adanya, padahal telah bertentangan 
dengan kond�s� yang sebenarnya. 
T�ndak p�dana pemalsuan d�atur pada 

Buku II KUHP yakn� pada Pasal 263 
KUHP. Dalam ketentuan tersebut 
d�nyatakan
(1) Barang s�apa membuat surat 

palsu atau memalsukan surat…
,d�ancam j�ka pemaka�an tersebut 
dapat men�mbulkan kerug�an….

(2) D�ancam…j�ka pemaka�an surat 
�tu dapat men�mbulkan kerug�an
Ketentuan Pasal 263 KUHP 

merupakan upaya mel�ndung� publica 
fides atau kepercayaan umum terhadap 
pener�ma surat. Rumusan t�ndak p�dana 
pemalsuan sebaga�mana yang d�atur 
dalam Pasal 263 KUHP merumuskan 
secara tegas ak�bat tertentu dar� 
d�lakukannya perbuatan, dengan atau 
tanpa menyebutkan perbuatan tertentu 
�tu d�lakukan.3 Dalam ketentuan Pasal 
263 KUHP, ak�bat yang d�maksud 
adalah “dapat men�mbulkan kerug�an.” 
Menurut Pasal 263 KUHP, set�ap orang 
dapat d�ancam dengan p�dana j�ka 
perbuatannya tersebut men�mbulkan 
potens� kerug�an d�kemud�an har�.

Kerug�an adalah unsur pent�ng 
dar� rumusan del�k pemalsuan surat 
yang harus d�bukt�kan. Tanpa adanya 
unsur tersebut, maka perbuatan 
d�anggap t�dak terjad�. Frasa 
kerug�an send�r� t�dak d�jelaskan d� 
3  And� Hamzah, 2010, Asas-asas Hukum 

Pidana, R�neka C�pta, Jakarta, hlm. 107.
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hukum). Pembukt�an pemalsuan d�lakukan untuk menegakkan kebenaran dan 
mel�ndung� kepent�ngan korban. “Kerug�an” mel�put� kerug�an mater��l dan 
kerug�an �mmater�al (kerug�an d� lapangan masyarakat, kesus�laan, kehormatan, 
dan sebaga�nya).
Kata Kunc�: keb�jakan kr�m�nal, pemalsuan dan kerug�an
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dalam KUHP, seh�ngga d�perlukan 
penafs�ran atau �nterpretas� mengena� 
kerug�an �tu send�r�. Kekaburan norma 
mengena� kerug�an akan berdampak 
pada opt�mal�sas� penegak hukum. 
Penafs�ran yang berbeda mengena� 
“kerug�an sebaga� kerug�an mater�al” 
atau mencakup pula “kerug�an mater��l 
dan kerug�an �mmater�al” bertendens� 
men�mbulkan standar ganda dalam 
penegakan hukum. Kerug�an memang 
leb�h d��dent�kkan pada lapangan 
hukum perdata, padahal dalam hukum 
p�dana kerug�an ser�ngkal� menjad� 
suatu unsur pasal yang men�mbulkan 
ak�bat hukum, oleh sebab �tu sangat 
menar�k untuk membahas penel�t�an 
yang berjudul “Interpretas� Kerug�an 
dalam T�ndak P�dana Pemalsuan 
Surat.”

1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan ura�an latar 

berlakang yang telah d�deskr�ps�kan 
sebelumnya, maka permasalahan-
permasalahan yang akan d�bahas 
dalam penel�t�an �n� mel�put�:
1. Baga�manakah keb�jakan 

kr�m�nal t�ndak p�dana pemalsuan 
surat dalam hukum pos�t�f?

2. Baga�manakah pembukt�an 
unsur kerug�an dalam t�ndak 
p�dana pemalsuan surat?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penul�san dalam 

penel�t�an �n� mel�put� tujuan umum dan 
tujuan khusus yang dapat d�jabarkan 
sebaga� ber�kut:

a. Tujuan Umum
Tujuan umum dar� penel�t�an 

�n� adalah untuk menganal�s�s dan 
menemukan �nterpretas� kerug�an 
dalam t�ndak p�dana pemalsuan surat. 
Penel�t�an �n� sangat bermanfaat untuk 
pengembangan hukum p�dana.
b. Tujuan Khusus
 Tujuan khusus dar� penel�t�an 

�n�  adalah sebaga� ber�kut:
1) Untuk menganal�s�s keb�jakan 

kr�m�nal t�ndak p�dana pemalsuan 
surat dalam hukum pos�t�f.

2) Untuk menganal�s�s pembukt�an 
unsur kerug�an dalam t�ndak 
p�dana pemalsuan surat.

II METODE PENELITIAN
2.1. Jen�s Penel�t�an

Penel�t�an �n� merupakan 
penel�t�an yur�d�s normat�f. S�fat 
penel�t�an normat�f merujuk pada 
penel�t�an dengan cara menel�t� bahan-
bahan hukum.4 Penel�t�an �n� d�lakukan 
terhadap kekaburan norma mengena� 
unsur kerug�an dalam t�ndak p�dana 
pemalsuan surat sebaga�mana yang 
d�atur dalam Pasal 263 KUHP.
2.2. Jen�s Pendekatan

Jen�s pendekatan yang d�gunakan 
dalam menganal�s�s penel�t�an �n� 
adalah dengan pendekatan perundang-
undangan (the statute approach), 
pendekatan anal�s�s konsep hukum 
(analitical and conseptual approach) 
dan dengan pendekatan frasa (words 
4  Soekanto, Soerjono, & Mamudj�, Sr�, 

2009, Penelitian Hukum Normatif, 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12-
13.
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and phrase approach). Pendekatan 
perundang-undangan (the statute 
approach) yakn� dengan pendekatan 
melalu� peraturan perundang-undangan 
yang terka�t dengan permasalahan yang 
d�bahas sepert� KUHP dan beberapa 
putusan pengad�lan. Pendekatan 
anal�s�s konsep hukum (analitical and 
conseptual approach) yakn� dengan 
menggunakan konsep hukum sepert� 
t�ndak p�dana dan pemalsuan surat. 
Pendekatan frasa (words and phrase 
approach) d�mana frasa yang d�anal�s�s 
adalah unsur kerug�an sebaga�mana 
d�maksud dalam Pasal 263 KUHP.
2.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang d�gunakan 
dalam peel�t�an �n� adalah bahan 
hukum pr�mer yakn� bahan hukum 
yang meng�kat sepert� KUHP dan 
putusan pengad�lan serta bahan hukum 
sekunder yang menjelaskan bahan 
hukum pr�mer, yang mel�put� l�teratur-
l�teratur mengena� hukum p�dana.

d. Tekn�k Pengumpulan Bahan   
Hukum
Bahan hukum d�kumpulkan 

melau� stud� kepustakaan. Bahan 
hukum yang telah d�kumpulkan melalu� 
stud� kepustakaan tersebut, d�catat 
dengan s�stem kartu dan d�gunakan 
sebaga� referens� dalam penel�t�an 
�n�. Daftar referens� d�tuangkan dalam 
catatan kak� pada akh�r pendapat 
yang d�gunakan. Pada bag�an akh�r 
penel�t�an tersebut, referens� yang 
d�gunakan d�tul�s pada daftar pustaka 
e. Tekn�s Anal�s�s Bahan Hukum

Anal�s�s bahan hukum 
d�lakukan dengan tekn�k deskr�ps�, 
ya�tu menggambarkan pos�s� dar� 
propos�s�-propos�s� (dal�l) hukum 
mengena� kerug�an dalam t�ndak 
p�dana pemalsuan. Tekn�k �nterpretas� 
juga d�gunakan dalam menganal�s�s 
kekaburan norma mengena� frasa 
kerug�an dalam t�ndak p�dana 
pemalsuan. Jen�s �nterpretas� hukum 
yang d�gunakan adalah �nterpretas� 
s�stemat�s yang menga�tkan dengan 
peraturan maupun putusan pengad�lan 
yang ada. Anal�s�s tersebut kemud�an 
d�perkuat dengan tekn�k argumentas�, 
ya�tu alasan-alasan penel�t� terhadap 
pen�la�an yang d�ber�kan terhadap frasa 
kerug�an dalam bahan hukum pr�mer 
maupun bahan hukum sekunder. 

III HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Kebijakan Kriminal Tindak 

Pidana Pemalsuan Surat 
dalam Hukum Positif
Keb�jakan kr�m�nal 

(criminal policy) adalah keb�jakan 
penanggulangan terhadap suatu 
kejahatan dengan menggunakan 
sarana hukum p�dana. Sarana hukum 
p�dana yang d�maksud mel�put� tahap 
keb�jakan yud�kat�f atau apl�kat�f 
(penegakan hukum p�dana secara in 
concreto). Penanggulangan kejahatan 
melalu� keb�jakan kr�m�nal waj�b 
memperhat�kan dan mengarah pada 
tercapa�nya tujuan dar� keb�jakan 
sos�al. Keb�jakan sos�al yang 
d�maksud mel�put� ‘social welfare’ 
atau kesejahteraan sos�al dan ‘‘social 

Vol. 5, No. 1 : 1 - 11
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defense’ atau pertahanan sos�al.5 
Keb�jakan kr�m�nal melalu� tahap 
leg�slat�f dapat d�l�hat dar� pengaturan 
t�ndak p�dana pemalsuan surat dalam 
KUHP. T�ndak p�dana pemalsuan 
surat �n� d�atur dalam Pasal 263-276 
KUHP. 

Ura�an terhadap t�ndak p�dana 
pemalsuan surat secara umum dapat 
d�l�hat pada Pasal 263 ayat (1) KUHP. 
Pada ketentuan tersebut dapat d�ketahu� 
unsur-unsurnya sebaga� ber�kut:
a. Barang s�apa;
b. Membuat secara palsu atau 

memalsukan surat; 
c. Surat tersebut dapat men�mbulkan 

suatu hak, suatu per�katan atau 
suatu pembebasan utang atau;

d. Suatu surat yang d�maksud untuk 
membukt�kan suatu kenyataan;

e. Dapat men�mbulkan suatu 
kerug�an.
Ketentuan Pasal 263 ayat (1) 

KUHP merumuskan dua perbuatan 
yakn� membuat surat palsu dan 
memalsukan surat. Kedua perbuatan 
tersebut pada pr�ns�pnya mem�l�k� 
perbedaan. Perbuatan membuat surat 
palsu berart� sebelumnya memang t�dak 
ada surat, kemud�an pelaku membuat 
surat yang sebag�an atau seluruhnya 
bertentangan dengan kebenaran, yang 
mana has�l perbuatan tersebut akan 
d�gunakan untuk kepent�ngannya. 
Memalsukan surat berart� sebelumnya 

5 Barda Nawaw� Ar�ef, 2008, Masalah 
Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum 
Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, 
Kencana Prenada Med�a Group, Jakarta, hlm. 
77.

sudah ada surat, namun surat tersebut 
d�ubah untuk kepent�ngan pelaku, ba�k 
seluruhnya atau sebag�an. Pemalsuan 
surat termasuk pula pemalsuan tanda 
tangan dan pembuat surat sekal�pun 
pemalsuan tanda tangan tersebut atas 
per�ntah yang berkepent�ngan. 

Surat adalah segala tul�san ba�k 
yang d�buat dalam bentuk tul�san 
tangan, d�ket�k, maupun d�cetak dan 
dalam perkembangannya termasuk 
surat elektron�k. Berdasarkan rumusan 
Pasal 263 ayat (1) KUHP, t�dak semua 
pemalsuan surat dapat d�p�dana. 
Pemalsuan surat dapat d�p�dana 
apab�la:
a. Surat tersebut dapat men�mbulkan 

suatu hak, suatu per�katan atau 
suatu pembebasan utang atau;

b. Suatu surat yang d�maksud untuk 
membukt�kan suatu kenyataan 
atau kejad�an tertentu.
Pemalsuan surat sebaga�mana 

dalam Yur�sprudens� Mahkamah Agung 
membenarkan putusan Pengad�lan 
Neger� C�rebon No. 12/1972 B, 5 Jul� 
1972. Dalam yur�spudens� tersebut 
d�nyatakan bahwa pemalsuan surat 
termasuk mengubah surat asl� ba�k 
�s� surat atau tanggal surat maupun 
tanda tangan penul�s surat d�mana 
surat tersebut menjad� bertentangan 
dengan kebenaran. T�ndakan tersebut 
d�lakukan dengan maksud tertentu, 
sepert� untuk membukt�kan suatu 
perkara. Dalam pembukt�an suatu 
perkara, surat mem�l�k� kedudukan 
yang pent�ng sebab berdasarkan Pasal 
184 ayat (1) KUHAP, surat merupakan 

Vol. 5, No. 1 : 1 - 11
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alat bukt� yang sah sela�n, keterangan 
saks�, keterangan ahl�, petunjuk, dan 
keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, 
pem�danaan d�lakukan terhadap 
pelaku yang menggunakan surat palsu. 
Mengena� t�ndak p�dana pemalsuan 
surat �n�, Topo Santoso menyatakan 
bahwa perbuatan pemalsuan dapat 
d�hukum ket�ka ada n�at dar� pelaku.   
Pelaku d�s�n� harus mempunya� n�at 
atau maksud untuk mempergunakan 
suatu barang yang kond�s�nya t�dak 
benar dengan menggambarkan keadaan 
barang tersebut �tu seolah-olah asl� 
seus�a dengan n�atan pelaku seh�ngga 
orang la�n percaya terhadap apa yang 
d�gambarkan tersebut. Unsur n�at atau 
maksud t�dak perlu d��kut� dengan 
unsur menguntungkan d�r� send�r� atau 
orang la�n (hal �n� berbeda dengan jen�s 
perbuatan pen�puan), namun perbuatan 
tersebut harus men�mbulkan suatu 
keadaan berupa bahaya umum yang 
khususnya dalam pemalsuan tul�san 
atau surat dan sebaga�nya d�rumuskan 
dengan unsur “dapat men�mbulkan 
kerug�an” ak�bat dar� tul�san atau surat 
tersebut. 

Pemalsuan surat adalah berupa 
kejahatan yang d� dalam mengandung 
unsur keadaan ket�dakbenaran 
atau palsu atas sesuatu (objek), 
yang sesuatunya �tu tampak dar� 
luar seolah-olah terl�hat benar, 
padahal sesungguhnya bertentangan 
dengan yang sebenarnya. Perbuatan 
memalsukan surat tentunya d�lakukan 
dengan memenuh� unsur kesengajaan, 

karena t�ndakan �n� d�lakukan melalu� 
upaya sadar dar� s� pembuat/ pengguna 
surat �tu send�r� yang d�gunakan 
untuk kepent�ngannya. Kepent�ngan 
d�s�n� mel�put� kepent�ngan untuk 
men�mbulkan sesuatu hak tertentu 
yang d��ng�nkan, menc�ptakan suatu 
per�katan atau pembebasan hutang, 
atau yang d�maksudkan untuk 
d�gunakan sebaga� bukt�. Pem�danaan 
terhadap pelaku mencakup bag� subjek 
hukum yang membuat, subjek hukum 
yang menggunakan atau menyuruh 
orang la�n menggunakan. Berdasarkan 
Yur�sprudens� Mahkamah Agung No. 
40/Kr/1973, 5 Jun� 1975, peng�s�an 
blangko ku�tans� d�pandang t�dak 
mempunya� unsur melawan hukum, 
apab�la peng�s�an tersebut t�dak 
bertentangan dengan maksud dar� yang 
menandatangan�. Supremas� hukum 
sangat d�dambakan oleh masyarakat. 
dalam kasus pemalsuan surat.6

Keb�jakan kr�m�nal terhadap 
pemalsuan surat juga mel�put� 
keb�jakan apl�kat�f atau penegakan 
hukum. Penegakan hukum d�lakukan 
oleh mas�ng-mas�ng komponen 
perad�lan p�dana. Penegakan 
hukum d�dahulu� dengan t�ndakan 
peny�d�kan yang bertujuan untuk 
mengumpulkan barang bukt� dan 
menemukan tersangkanya. Setelah 
peny�d�kan selesa� d�lakukan, maka 
6 Bramanda W�ratama, Frendy Nur Pratama 

dan Isma�l Eka Syahr�al, Peran Serta Proses 
Identifikasi Laboratorium Forensik dalam 
Penyelidikan Kasus Pemalsuan Surat dan 
Tanda Tangan, Jurnal GEMA, THN XXVII/50/
Pebruar� - Jul� 2015, UNS, Surakarta, hlm. 
1862.
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tahap ber�kutnya adalah penuntutan 
dan d�lanjutkan dengan pers�dangan. 
Pers�dangan t�ndak p�dana pemalsuan 
d�lakukan secara terbuka dan d�buka 
untuk umum. Anthon F. Susanto 
mengatakan bahwa pembuatan putusan 
bukanlah pekerjaan mudah bag� hak�m. 
Unsur kead�lan, kepast�an hukum dan 
kemanfaatan harus  d�pert�mbangkan 
seh�ngga putusan yang d�buat oleh 
hak�m dapat memenuh� harapan 
pencar� kead�lan.7

Kesul�tan dalam proses 
hukum pemalsuan b�asanya terletak 
pada pembukt�an unsur kerug�an. 
Sebag�an penegak hukum mas�h 
memandang bahwa kerug�an hanya 
terbatas pada kerug�an mater��l saja, 
sedangkan kerug�an �mmater�al t�dak 
d�pandang sebaga� kerug�an karena 
sul�t untuk d�tentukan. Keb�jakan 
apl�kat�f dalam pembukt�an adanya 
t�ndak p�dana pemalsuan bertujuan 
untuk menegakkan kead�lan secara 
keseluruhan mencakup kepent�ngan 
korban dan pelaku.

3.2. Pembuktian Unsur Kerugian 
dalam Tindak Pidana 
Pemalsuan Surat
Pembukt�an adalah proses yang 

pent�ng untuk mencar� kebenaran 
mater��l dalam perkara p�dana. 
Pembukt�an yang d�lakukan d� muka 
s�dang pengad�lan member�kan 
7  Anthon F. Susanto, Problematika Nalar 

dan Kekuasaan; Kajian Putusan MA Nomor 
36P/Hum/2011, Jurnal Yud�s�al, Vol. 5, No. 
2 Tahun 2012, Ed�s� Agustus 2012, Kom�s� 
Yud�s�al Republ�k Indones�a, Jakarta, hlm. 
118.

kepast�an suatu per�st�wa tertentu. 8 
Pembukt�an akan menentukan benar 
atau salahnya terdakwa, yang art�nya 
bahwa tahap pembukt�an menjad� 
acara yang menentukan nas�b terdakwa 
d�kemud�an har�. Set�ap unsur yang 
d�dakwakan oleh jaksa penuntut umum 
harus d�bukt�kan. Tekn�k pembukt�an 
harus d�laksanakan dengan ba�k oleh 
penuntut umum, hak�m, dan penas�hat 

hukum, j�ka t�dak maka terdakwa dapat 
bebas dar� hukuman.9

Fakta-fakta hukum yang 
terungkap d� pers�dangan harus 
d�rumuskan secara cermat, jelas dan 
lengkap untuk memenuh� unsur-unsur 
t�ndak p�dana sebaga�mana yang 
d�dakwakan. Fakta hukum d�susun 
untuk memenuh� unsur-unsur pasal 
sebaga�mana yang d�dakwakan.10 
Unsur dapat men�mbulkan kerug�an 
merupakan salah satu unsur yang 
harus d�bukt�kan dalam pembukt�kan 
8  N. Ike Kusm�at�, Kekuatan Pembuktian Surat 

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang 
Dijadikan Alat Bukti, Jurnal Yud�s�al, Vol. IV, 
No. 1 Tahun 2011, Ed�s� Apr�l 2011, Kom�s� 
Yud�s�al Republ�k Indones�a, Jakarta, hlm. 
63.

9 Marwan Mas, Penguatan Argumentasi Fakta-
Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam 
Putusan Hakim, Jurnal Yud�s�al, Vol. 5 No. 
3 Tahun 2012, Ed�s� Desember 2012, Kom�s� 
Yud�s�al Republ�k Indones�a, Jakarta, hlm. 
290.

10 Muhandas Ul�men, Analisis Terhadap 
Pelaksanan Pununtutan serta Tuntutan Pidana 
Perkara Pemalsuan Uang Berdasarkan 
Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-013/
A/JA/12/2011 Tentang Pedoman Tuntutan 
Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Dalam 
Rangka Mewujudkan Sistem Peradilan 
Pidana,  Jurnal Pasca Sarjana, Vol. 5, No. 1 
Tahun 2015, Ed�s� Januar�-Jun� 2015, UNS, 
Surakarta, hlm. 43.
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terhadap t�ndak p�dana pemalsuan 
surat. Frasa “dapat men�mbulkan 
kerug�an” adalah ak�bat dar� perbuatan. 
Rumusan del�k tersebut menekankan 
pada ak�bat dar� adanya perbuatan 
memalsu, ba�k dalam membuat 
ataupun menggunakan surat palsu.

Sebaga� unsur pent�ng, maka 
unsur kerug�an harus d�bukt�kan. 
Kerug�an dalam t�ndak p�dana 
pemalsuan surat d�rumuskan dengan 
kata “dapat men�mbulkan kerug�an.” 
Ak�bat dar� perbuatan tersebut t�dak 
perlu kerug�an yang betul-betul ada, 
baru kemungk�nan akan adanya 
kerug�an saja sudah d�pandang cukup. 
Perumusan yang leb�h luas yang 
mencakup potens� kerug�an untuk 
dapat terwujudnya del�k pemalsuan 
sebaga�mana yang d�atur menurut 
Pasal 263 ayat (2) KUHP merupakan 
upaya pembuat undang-undang dalam 
mewujudkan hukum yang respons�f. 
Hukum respons�f selalu berc�r�kan 
kompetens� kogn�t�f, d�mana 
kompetens� tersebut d�dasarkan 
pada moral�tas s�p�l yakn� morality 
of cooperation.11 T�ndak p�dana 
pemalsuan bukan hanya pelanggaran 
terhadap norma hukum, mela�nkan 
juga bertentangan dengan moral�tas. 
Ket�dakbenaran yang d�buat dengan 
sengaja menjad� c�r� betapa moral�tas 
telah d�langgar oleh pembuatnya. 

Unsur dapat men�mbulkan 
kerug�an menjad� unsur yang 
ser�ngkal� d�perdebatkan oleh penegak 
hukum dalam merumuskan t�ndak 

11  Al� Za�d�n, 2015, Menuju Pembaruan Hukum 
Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 82.

p�dana mula� sejak tahap peny�d�kan 
h�ngga pada tahap pers�dangan. 
Kerug�an ser�ngkal� hanya d�pandang 
sebaga� kerug�an dalam bentuk 
mater��l, namun t�dak mencakup 
kerug�an �mmater�al. Ak�batnya, j�ka 
pelapor t�dak mengalam� kerug�an 
yang dapat d�h�tung dengan nom�nal 
angka, maka laporannya t�dak dapat 
d�proses. Pandangan penegak hukum 
yang dem�k�an memang wajar adanya 
meng�ngat dalam Buku I KUHP tentang 
aturan umum send�r� t�dak memuat 
mengenai definisi kerugian. Unsur 
kerug�an tersebar d� beberapa pasal 
dalam KUHP, sebag�an d�antaranya 
menyebutkan dengan frasa “n�la� 
kerug�an.” Berdasarkan hal tersebut, 
maka wajarlah ket�ka penegak hukum 
leb�h mengart�kan kerug�an dalam 
bentuk kerug�an mater��l saja.

Dalam stud� kejahatan, ser�ngkal� 
masalah kerug�an mater��l d�bahas 
sebaga� ak�bat dar� terjad�nya suatu 
kejahatan. Moh. Hatta, dalam bukunya 
yang berjudul “Beberapa Masalah 
Penegakan Hukum Pidana Umum 
dan Pidana Khusus” menyebutkan 
bahwa kerug�an dapat d�ukur dengan 
jumlah uang yang d�der�ta korban. 
Sela�n kerug�an langsung, korban 
juga mengalam� kerug�an t�dak 
langsung, yakn� mengeluarkan b�aya-
b�aya selama proses perad�lan p�dana 
berlangsung sejak d� kepol�s�an, 
kejaksaan, pengad�lan dan lembaga 
pemasyarakatan.12 

12 Moh. Hatta, 2009, Beberapa Masalah 
Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana 
Khusus, L�berty, Yogyakarta, hlm. 35.
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Kerug�an tersebut merupakan 
mater��l, leb�h luas dar�pada �tu, korban 
maupun masyarakat secara umum juga 
mengalam� kerug�an berupa ancaman 
ketakutan, h�langnya rasa aman dan 
ket�dakpercayaan terhadap penegak 
hukum. 

Terka�t dengan t�ndak p�dana 
pemalsuan surat pada umumnya 
sebaga�mana yang d�atur dalam Pasal 
263 KUHP, kerug�an dalam frasa �n� 
t�dak saja hanya mel�put� kerug�an 
mater��l, namun juga mencakup 
kerug�an d� lapangan masyarakat, 
kesus�laan, kehormatan, dan 
sebaga�nya yang s�fatnya �mmater��l. 
Beberapa hal yang harus d�perhat�kan 
dalam menganal�s�s mengena� kerug�an 
adalah sebaga� ber�kut:
a. Dalam ketentuan Pasal 263 KUHP 

t�dak d�syaratkan t�mbulnya 
kerug�an mela�nkan hanya 
potens� yang memungk�nkan 
terjad�nya kerug�an (H.R, 22 
Apr�l 1907, W. 8536, 1 Des. 
1941, 1942 No. 241).

b. Untuk dapat d�p�dana, terdakwa 
t�dak perlu dapat membayangkan 
kemungk�nan t�mbulnya kerug�an 
tersebut (H.R. 8 Jun� 1897, W. 
6981, 15 Jan, W. 9288).

c. Kerug�an �tu harus dapat 
d�t�mbulkan dar� adanya 
penggunaan surat sebaga�mana 
yang d��ng�nkan oleh s� pelaku. 
Pemalsuan tersebut t�dak 
cukup j�ka hanya menyebabkan 
kepercayaan kepada pegawa� 
�tu menjad� berkurang dan 

menyebabkan nama ba�k dar� 
kantor gemeente menjad� 
tercemar (H.R. 17 Jan. 1898, W. 
7075).

d. Kemungk�nan akan t�mbulnya 
kerug�an dar� penggunaan surat 
yang d�palsukan �tu adalah s�fat 
objekt�f dar� surat �tu send�r�. 
Kerug�an �tu t�daklah perlu nyata 
(H.R. 29 Jan. 1912, W. 9288; 29 
Nop. 1943, 1944 No. 142).

e. Kerug�an �tu bukanlah hanya 
kerug�an mater�al, juga d�pandang 
sebaga� kerug�an apab�la 
penggunaan surat palsu �tu dapat 
mempersul�t pemer�ksaan pol�s� 
maka kepent�ngan umum yang 
telah d�rug�kan (H.R. 14 Okt. 
1940, 1941, No. 42).

f. Memungk�nkan t�mbulnya 
kerug�an �tu dapat terjad� 
karena:

	 −	 Mempersul�t suatu kontrol 
atau pengawasan (H.R. 14 
Des. 1936, 1937 No. 392).

	 −	 D�tutup�nya suatu t�ndak 
p�dana penggelapan yang 
telah d�lakukan (H.R. 17 
Pebr. 1936, 1936 No. 471)

	 −	 Man�pulas� harga berupa 
pencantuman harga bel� 
yang t�dak sebenarnya d� 
dalam akta jual bel� seh�ngga 
pembayaran b�aya reg�stras� 
menjad� leb�h rendah 
dar�pada semest�nya (H.R. 
14 Maret 1898, W. 7098, 11 
Apr�l 1899, W. 7268).
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	 −	 Terpaksa d�selesa�kan 
melalu� suatu proses (H.R. 2 
Jan. 1939 No. 577).

Dalam yur�sprudens� Mahkamah 
Agung 29 Me� 1965 No. 10 K/Kr/ 
1965 d�nyatakan bahwa kemungk�nan 
kerug�an yang d�t�mbulkan dar� adanya 
pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 
KUHP t�dak harus berupa kerug�an 
mater��l. Kerug�an yang d�maksud dapat 
berupa kerug�an terhadap kepent�ngan 
masyarakat yakn� penggunaan surat 
yang d�palsukan yang berak�bat pada 
sul�tnya peny�d�kan dalam suatu 
perkara. Kerug�an �mmater�al telah 
d�rumuskan oleh beberapa putusan 
dalam perkara perdata. Pada Putusan 
Nomor : 89 PK/Pdt/2010, kerug�an 
�mmater�al yang d�putuskan berupa 
telah keh�langan waktu, tenaga dan 
p�k�ran serta beban mor�l dalam 
menghadap� ket�dakpast�an akan 
pelaksanaan perjanj�an, rusaknya nama 
ba�k atau goodwill suatu perusahaan 
d�mata konsumen, m�tra b�sn�s dan 
juga d�mata para karyawan perusahaan 
�tu send�r�. Ketentuan dalam Pasal 
263 KUHP merupakan del�k b�asa, 
oleh sebab �tu proses hukum dapat 
d�lakukan dengan adanya laporan, 
tanpa memerlukan pengaduan dar� 
p�hak yang d�rug�kan.

IV PENUTUP
4.1. Simpulan
1. Keb�jakan kr�m�nal t�ndak p�dana 

pemalsuan surat dalam hukum 
pos�t�f mel�put� tahap keb�jakan 
yud�kat�f atau apl�kat�f. Pada 

tahap keb�jakan yud�kat�f, t�ndak 
p�dana �n� d�atur dalam Pasal 
263 KUHP.  Del�k tersebut 
menekankan pada rumusan 
ak�bat yakn� dapat men�mbulkan 
kerug�an. Tahap keb�jakan 
apl�kat�f d�lakukan dengan 
penegakan hukum terhadap 
t�ndak p�dana �n�. Penegakan 
hukum d�mula� sejak tahap 
peny�d�kan h�ngga pemb�naan d� 
lembaga pemasyarakatan. 

2. Pembukt�an unsur kerug�an 
dalam t�ndak p�dana pemalsuan 
surat d�lakukan untuk mencar� 
kebenaran mater��l. Dalam 
KUHP t�dak d�jelaskan mengena� 
pengert�an kerug�an. Pengert�an 
kerug�an dapat d�telusur� melalu� 
yur�sprudens� doktr�n ahl� 
hukum yang merumuskan bahwa 
kerug�an mel�put� kerug�an 
mater��l dan �mmater�al yang 
mencakup kerug�an d� lapangan 
masyarakat, kesus�laan, 
kehormatan, dan sebaga�nya.

2. Saran
1. Penegak hukum, terutama 

peny�d�k sebaga� p�ntu utama 
dalam penegakan hukum p�dana 
hendaknya meng�nterpretas�kan 
kerug�an sebaga� kerug�an 
mater��l dan �mmater�al 
sebaga�mana yang tercantum 
dalam yur�spudens� dan pendapat 
ahl� hukum p�dana. 

2. Akadem�s� hukum hendaknya 
menel�t� frasa-frasa dalam 
hukum p�dana yang belum 
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d�atur dalam undang-undang 
dan mempubl�kas�kan has�l 
penel�t�an tersebut agar dapat 
d�gunakan sebaga� referens� bag� 
�lmuwan dan prakt�s� hukum 
p�dana.
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